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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya fenomena putusan hakim
Pengadilan Agama yang memberikan izin poligami di luar ketentuan limitatif Pasal
4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam
putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK, Majelis
Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan Pemohon dan Calon
Isteri Kedua telah menjalin hubungan saling mencintai selama kurang lebih sepuluh
tahun dan disertakan kerelaan dimadu oleh isteri pertama meskipun keadaan isteri
pertama dalam keadaan sehat dan produktif. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut serta meninjau
implikasinya menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dengan masing
masing aspeknya yaitu nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) dengan pendekatan
yuridis-normatif. Data primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui dokumentasi dan studi literatur. Analisis data dilakukan dengan analisis
kualitatif menggunsakan metode induktif dan sifat penelitian deskriptif-analitis
dengan menggunakan pisau analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch yang
mencakup nilai keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan serta regulasi
peraturan perundang-undangan mengenai poligami dan ayat Al-Qur’an.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan
Agama Yogyakarta Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK menggunakan dasar hukum
normatif dan positif. Majelis hakim mengedepankan syarat kumulatif yaitu
persetujuan isteri pertama dipoligami serta surat pernyataan berlaku adil pemohon
sebagai legitimasi untuk mengesampingkan ketiadaan syarat alternatif.
Berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, putusan ini menunjukkan
adanya ketimpangan orientasi hukum, di mana hakim terlalu menitikberatkan pada
aspek kemanfaatan secara subjektif demi mencegah perzinaan namun menciderai
nilai kepastian hukum. Pengabaian terhadap diksi limitatif Undang-Undang
menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan asas monogami
dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Ditinjau dari aspek keadilan dan
kemanfaatan hasil putusan ini tidak memberikan rasa adil dan manfaat bagi seluruh
pihak.

Kata Kunci: Izin Poligami, Pertimbangan Hakim, Teori Tujuan Hukum.



ABSTRACT

This research is motivated by the emergence of the phenomenon of Religious Court
judges' decisions granting permission for polygamy outside the limitative
provisions of Article 4 Paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning
marriage. In the Yogyakarta Religious Court decision Number
29/Pdt.G/2024/PA.YK, the Panel of Judges granted the application for permission
for polygamy on the grounds that the Applicant and the Prospective Second Wife
had been in a loving relationship for approximately ten years and included the
consent of the first wife to have a second wife even though the first wife was in good
health and productive. This study aims to analyze the judge's considerations in the
decision and review its implications using Gustav Radbruch's theory of legal
objectives with each of its aspects, namely the values of justice, legal certainty, and
utility.

This type of research is library research with a juridical-normative approach. The
primary data used is the Yogyakarta Religious Court Decision Number
29/Pdt.G/2024/PA.YK. Data collection techniques were carried out through
documentation and literature studies. Data analysis was conducted qualitatively
using inductive methods and descriptive-analytical research, utilizing Gustav
Radbruch's Theory of Legal Purpose, which encompasses the values of justice,
legal certainty, and utility, as well as the legal regulations regarding polygamy and
Quranic verses.

The results of this study indicate that the Panel of Judges in Yogyakarta Religious
Court Decision Number 29/Pdt.G/2024/PA.YK used both normative and positive
legal bases. The Panel of Judges prioritized cumulative requirements, namely the
first wife's consent to polygamy and a written statement of fairness from the
applicant, as legitimacy, overriding the absence of alternative requirements. Based
on Gustav Radbruch's Theory of Legal Purpose, this decision demonstrates an
imbalance in legal orientation, where the judges placed too much emphasis on
subjective utility to prevent adultery, while undermining legal certainty. Ignoring
the law's limiting diction creates legal uncertainty and has the potential to
undermine the principle of monogamy in the Indonesian marriage legal system.
From a justice and utility perspective, this decision does not provide a sense of
justice and benefits for all parties.

Keywords: Polygamy Permit, Judge's Consideration, Legal Purpose Theory.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan

Bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan

tulisan dan huruf Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin

dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama

Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158

Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah

sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf _
Arab Nama Huruf Latin Keterangan
\ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ B be
< Ta’ T te
& Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J je
z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha
2 Dal D de
3 Zal Z ze (dengan titik di atas)
B Ra’ R er
J Zai Z zet
o Sin S es
o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad de (dengan titik di bawah)
L Ta‘ T te (dengan titik di bawah)




L Za Z zet (dengan titik di bawah)
‘Ain ‘ Koma terbalik (di atas)

¢ Gain G ge

- Fa’ F ef

A Qaf Q ki

4 Kaf K ka

J Lam L el

2 Mim M em

O Nun N en

S Wau W we

-5 Ha’ H ha

s Hamzah ‘ apostrof

< Ya’ Y ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

£l

.

EENESH ditulis muta’addidah
sas ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h.
R ditulis Hikmah
il ditulis ‘illah

~

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya,

Xi




kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan h.

NHENE Ty

ditulis

Karamah al-Auliya’

3. Bila ta” marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah,

dan dammah ditulis t atau h.

i8S ditulis Zakah al-Fitri
D. Vokal Pendek
: Fathah Ditulis a
- Kasrah Ditulis |
k Dammah Ditulis u
E. Vokal Panjang
1. Fathah + alif ditulis a
ASH ditulis istihsan
2. Fathah + ya’ mati ditulis a
ditulis Unsa
i nsa
3. Kasrah + ya’ mati ditulis I
lsla) ditulis al-‘Alwani
4. Dammah + wawu mati ditulis U
. s ditulis Uliim
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F. Vokal Rangkap

1 Fathah + ya’ mati ditulis ai
V_%é ditulis Gairihim

2 Fathah + wawu mati ditulis au
Js ditulis Qaul

I.  Vokal Rangkap

1 Fathah + ya’ mati ditulis ai
ﬁj}é ditulis Gairihim

2 Fathah + wawu mati ditulis au
Js ditulis Qaul

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan

dengan Apostrof

V.:.SH
del

65 o

ditulis

ditulis

ditulis

a’antum

u’iddat

la’in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti Huruf Qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah

ditransliterasikan berdasarkan bunyinya
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Olal

ditulis

ditulis

al-Qur’an

al-Qiyas

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan
Syamsiyah ~ yang  mengikutinya,  dengan
menghilangkan huruf | (el) nya
als )l ditulis Ar-Risalah
P ditulis An-Nisa®
IV. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
s sl ditulis Al ar-Ra 'yi
Al o ditulis Ahl- as-Sunnah

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus

Umum Bahasa Indonesia, misalnya zakat, lafaz, hadis, shalat, dan

sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata arab, tapi telah dilatin-kan oleh

penerbit, contohnya judul buku Figh Jinayah, Figh Mawaris, Al-Hijab, dan

sebagainya.
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c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, namun berasal dari negara
yang memakai huruf latin, misalanya Ahmad Syukri Soleh, Quraish Shihab,

dan sebagainya.
d. Nama penerbit di Indonesia yang memakai kata Arab, contohnya Al-

Ma’arif, Taufiq, Hidayah, Mizan, dan sebagainya.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya asas perkawinan adalah monogami yaitu suami dan isteri hanya
boleh memiliki satu pasangan seperti disebutkan dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 “Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria
hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh
mempunyai seorang suami”.! Artinya suami maupun isteri tidak boleh
memiliki pasangan lebih dari satu orang. Namun Indonesia menganut asas
monogami terbuka yaitu suami diperbolehkan memiliki isteri lebih dari satu
asalkan dapat memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebelum datangnya Islam, praktik poligami sudah dilakukan namun
tidak dengan syariat seperti sekarang. Dahulu poligami diperbolehkan tanpa
adanya batasan bahkan sampai seratus isteri dan tanpa syarat serta aturan.
Kemudian Islam datang dan mengatur pelaksanaan poligami dengan
membatasi jumlah isteri tidak boleh lebih dari empat orang dan syarat tertentu.?
Islam tidak mengharuskan dan juga tidak melarang adanya praktik poligami,

dengan catatan suami harus adil kepada semua isteri-isteri. Berlaku adil disini

maksudnya adalah suami dapat memberikan nafkah lahir dan batin dengan baik

! Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1

2 Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm. 62.



kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Jika memang suami tidak dapat berlaku
adil kepada semua isteri, maka dianjurkan hanya memiliki seorang isteri seperti

disebutkan dalam An-Nisa’:
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Poligami saat ini menjadi salah satu fenomena dalam perkawinan yang
banyak terjadi di masyarakat. Poligami memang tidak dilarang dalam peraturan
perundang-undangan Indonesia, namun hal ini diatur dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan keadaan seperti apa yang
membolehkan pelaksanaan poligami dan apa saja syarat yang harus dipenuhi
untuk suami berpoligami. Apabila seorang suami ingin melakukan poligami,
maka ia harus mengajukan surat permohonan izin poligami kepada Pengadilan
Agama setempat kemudian hakimlah yang akan memutuskan apakah
permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak dengan berlandaskan pada
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat 2 diatur
mengenai persyaratan alternatif yang salah satunya harus dipenuhi suami yaitu
yang disebutkan pada Pasal tersebut:

Pengadilan dimaksud data ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin

kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
a. lIsteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

3 An-Nisa’ (4): 3.



b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Pada Pasal tersebut terdapat kata “hanya” yang maknanya pengadilan
bisa memberikan izin suami untuk melakukan poligami ketika ada salah satu
syarat atau lebih dalam Pasal tersebut terpenuhi. Artinya jika ada alasan lain
selain yang disebutkan dalam syarat alternatif Pasal 4 Ayat 2 ini untuk
mengajukan permohonan izin poligami tidak diperbolehkan. Syarat kumulatif
yang artinya harus seluruhnya dipenuhi ketika akan mengajukan permohonan

izin poligami terdapat pada Pasal 5 Ayat 1.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-
syarat sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-
isteri dan anak-anak mereka.®

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, pada asalnya
poligami diperbolehkan selama ada alasan yang jelas untuk suami melakukan
poligami dan suami dapat berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya.
Namun adanya kebolehan poligami ini membuat pihak-pihak menganggap
mudah poligami tanpa mengikuti aturan dengan sebenarnya. Secara normatif,
pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami ketika salah satu

syarat alternatif dan seluruh syarat kumulatif terpenuhi. Namun pada praktinya,

4 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat 2.

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1.



banyak perkara poligami yang alasannya tidak dapat memenuhi persyaratan
alternatif yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4

Ayat 2 dan dikabulkan oleh pengadilan yang menangani.

Pada  Putusan  Pengadilan ~ Agama  Yogyakarta =~ Nomor
29/Pdt.G/2024/PA.YK mengenai permohonan izin poligami, Pemohon
mengajukan  permohonan izin poligami dengan alasan sudah menjalin
hubungan cinta dengan calon isteri kedua selama 10 tahun, saling mencintai
dan memiliki rencana untuk menikah. Dalam perkawinan Pemohon dengan
isteri pertama dikarunia 4 (empat) orang anak sehingga dapat disimpulkan
isteri dapat memberikan keturunan dan tidak disebutkan bahwa isteri sakit,
cacat, atau tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai isteri. Dalam putusan
tersebut tidak terdapat satupun alasan yang disebutkan pada Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat 2 yang terpenuhi. Disebutkan dalam putusan
tersebut Termohon rela dimadu dan sudah memberikan surat pernyataan izin
poligami, beserta dilampirkan surat pernyataan berlaku adil oleh Pemohon.

Ditinjau dari hukum tertulis yang ada berkaitan dengan persyaratan
poligami, alasan Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat 2 sehingga hakim
memiliki dasar hukum untuk tidak mengabulkan permohonan izin poligami
tersebut. Namun pada faktanya yang terjadi justru hakim mengabulkan
permohonan izin poligami tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik
untuk meneliti bagaimana dasar hukum dan pertimbangan yang hakim gunakan

untuk mengabulkan permohonan izin poligami pada perkara Nomor



29/Pdt.G/2024/PA.YK. dan mengkaji dalam skripsi yang berjudul
“Pertimbangan Hakim tentang Permohonan Izin Poligami dengan Alasan
Saling Mencintai (Tinjauan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch terhadap

Putusan Nomor 29/Pdt/G/2024/PA.YK)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama
Yogyakarta dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada Putusan
Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK?

2. Bagaimana tinjauan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch terhadap
dikabulkannya permohonan izin poligami dalam Putusan Nomor

29/Pdt.G/2024/PA.YK?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan
Agama Yogyakarta dalam mengabulkan permohonan izin poligami
pada Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK.

b. Untuk mengetahui tinjauan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch
terhadap dikabulkannya permohonan izin poligami dalam Putusan

Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK.

2. Kegunaan Penelitian



Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat
memberikan manfaat baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan (teoritis)
maupun masyarakat secara umum (praktis). Adapun manfaat penelitian
adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan
pemikiran dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga islam
khususnya pada pembahasan mengenai poligami serta menjadi
referensi literatur untuk menjadi dasar penelitian selanjutnya.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
dan wawasan kepada masyarakat secara umum mengenai pemberian
izin poligami terkhusus kepada pihak yang ingin mengajukan
permohonan izin poligami serta diharapkan dapat membantu

menyelesaikan masalah masyarakat mengenai poligami.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini disusun untuk menelaah penelitian terdahulu
yang relevan. Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh
mengenai teori, temuan, dan pendekatan yang pernah digunakan pada
penelitian sebelumnya sehingga terlihat persamaan dan perbedaan dengan
penelitian ini.

Pertama, penelitian yang membahas mengenai pengesampingan
syarat alternatif poligami pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4
Ayat (2). Pada jurnal yang ditulis oleh Eti Mul Erowati meneliti pertimbangan

hakim yang mengadili permohonan izin poligami dengan syarat yang tidak



sesuai dengan hukum positif yakni Pasal 4 dan 5 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap dikabulkan dengan pertimbangan
kemaslahatan dan keadilan.® Pembahasan serupa juga ditemukan pada jurnal
yang ditulis oleh Mansari, dkk. yang meneliti pertimbangan hakim yang
mengesampingkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sehingga
mengabulkan permohonan izin poligami’ dan skripsi yang ditulis oleh Andyani
Tika Rahmawati mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan
permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dianalisis
menggunakan dasar konsep masilahah mursalah.?

Kedua, berkaitan dengan legalitas status antara Pemohon dengan
calon isteri kedua, disebutkan dalam skripsi yang ditulis oleh Amaliyah Pateda
membahas mengenai permohonan izin poligami dengan tujuan Pemohon ingin
meresmikan pernikahan sirri dengan isteri kedua yang telah tejalin.®

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Ainun Najib Ananda yang membahas

¢ Eti Mul Erowati, “Permohonan Ijin Poligami Tidak Sesuai dengan Alasan dan Syarat-
Syarat Hukum Positif Indonesia,” Jurnal Hukum Jatiswara, Vol. 33, No.3, (November 2018), Hlm.
361.

7 Mansari, dkk., “Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami sebagai Dasar Mengabulkan
Permohonan,” Jurnal Yudisial, Vol. 16, No. 3, (Desember 2023), Him. 361.

8 Andyani Tika Rahmawati, “Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi
Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct),” Skripsi Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo (2020), Him. 6.

® Amaliyah Pateda, “ Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Permohonan Izin Poligami
Atas Dasar Nikah Sirri (Studi Putusan Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.YK),” Skripsi Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga (2024), HIm. 6.



mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami
dengan alasan calon isteri kedua telah hamil di luar nikah.°

Ketiga, keberagaman alasan Pemohon dalam mengajukan
permohonan izin poligami yang ditulis dalam beberapa literatur seperti pada
skripsi Nandhyka Sholikhah yang mengkaji pemberian izin poligami dengan
alasan suami memiliki hasrat seksual yang tinggi,** jurnal yang ditulis Wiwin,
dkk. yang mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin
poligami dengan alasan sering ditinggal isteri sehingga merasa kesepian,?
skripsi yang ditulis oleh Egi Imam Lutfi mengkaji mengenai pertimbangan
hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan
menjalankan sunnah Rasulullah,*® serta skripsi Mohammad Naufal Hakim

yang mengkaji berbagai variasi alasan permohonan izin poligami yang

19 Ainun Najib Ananda, “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami dengan
Alasan Calon Isteri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor
953/Pdt.G/2023/PA.Smn),” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024),
Hlm. 7.

' Nandhyka Sholikhah Zulaykha, “Tinjauan Maslahah Mursalah Pemberian Izin Poligami
dengan Alasan Suami Memiliki Hasrat Seksual yang Tinggi (Analisis Putusan Pengadilan Agama
Karanganyar Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kra),” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2024), Hlm. 7.

12 Wiwin, dkk., “Telaah Kritis Pemberian Izin Poligami dengan Alasan Sering Ditinggal
Istri (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.EK),” Jurnal Hukamaa, Vol. 1, No. 2, (2023), Hlm.
3.

13 Bgi Imam Lutfi, “Poligami dengan Alasan Menjalankan Sunah Rasulullah (Studi
Putusan di Pengadilan Agama Yogyakrta Nomor 684/Pdt.G/PA.YK),” Skripsi Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2025), Hlm. 7.



menunjukkan adanya disparitas dalam pertimbangan hakim mengabulkan
permohonan izin poligami.**

Keempat, sebagai pembanding terdapat penelitian yang membahas
pertimbangan hakim dalam penolakann permohonan poligami yang ditulis oleh
Mustika Anggraeni dan Ahdiana yang mengemukakan dasar pertimbangan
hakim dalam menolak permohonan izin poligami yang didahului pernikahan
sirri dan akibat hukum yang terjadi.*®

Berdasarkan literatur terkait di atas, persamaan terletak pada fokus
pembahasan mengenai pertimbangan hakim terhadap permohonan izin
poligami baik itu yang ditolak atau dikabulkan pengadilan agama setempat.
Penelitian ini memiliki keunikan dimana alasan “saling mencintai” digunakan
dalam mengajukan permohonan izin poligami dimana alasan “cinta” seringkali
berbenturan dengan kepastian hukum karena cinta tidak ada dalam teks
undang-undang sebagai syarat poligami. Penelitian ini menggunakan Teori
Tujuan Hukum secara spesifik untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam

mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan saling mencintai.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan teori atau kerangka konsep yang digunakan

untuk menganalisis permasalahan dalam suatu penelitian. Adapun kerangka

14 Mohammad Naufal Hakim, “Analisis Purusan Hakim dalam Mengabulkan Perkara Izin
Poligami (Studi Putusan Perkara Izin Poligami Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2023).” Skripsi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2025), Hlm. 6.

!5 Mustika Anggraeni dan Ahdiana Yuni, “Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan
Permohonan Poligami,” Jurnal Media of Law and Sharia, Vol. 4, No. 1, (2022), Him. 51.
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teoretik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum
yang digagas oleh Gustav Radbruch, Peraturan Perundang-undangan serta
Dalil Al-Quran dan Hadis.
1. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch
a. Keadilan
Keadilan adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai
dengan haknya. Menurut Aristoteles yang dikutip oleh Taufik keadilan
dibagi menjadi lima bentuk yaitu 1) keadilan komutatif, yaitu perlakuan
terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukannya, 2)
keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan
jasa-jasa yang dilakukannya, 3) keadilan kodrat alam, yaitu memberi
sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain terhadpa Kita, 4)
keadilan konvensional, yaitu seseorang yang telah menaati segala
peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan, 5) keadilan
menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha
memulihkan nama baik orang lain yang tercemar.®
Menurut Gustav keadilan adalah nilai tertinggi yang harus
ditegakkan dalam proses hukum. Gustav mengatakan bahwa nilai
keadilan harus diprioritaskan di atas kepastian hukum dan kemanfaatan
hukum. Gustav mengatakan keadilan memiliki dua aspek yaitu:

pertama, secara normatif hukum positif harus didasarkan pada konep-

16 Aristoteles dalam Taufik dan Muhammad, “Filsafat John Rawls tentang Teori
Keadilan”, Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, Vol. 19, No. 1, Hlm. 42.
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konsep keadilan; kedua, secara konstitutif keadilan merupakan elemen
mendasar yang tanpanya sebuah aturan tidak dapat dikatakan sebagai
hukum yang sah sebagaimana dikutip oleh Sekar Balgis.’
b. Kepastian Hukum

Secara bahasa, kepastian berarti ketentuan atau ketetapan. Apabila
dikaitkan dengan hukum, kepastian hukum dapat diartikan sebagai
seperangkat aturan hukum dalam suatu negara yang mampu menjamin
hak dan kewajiban setiap warga negara. Soedikno Mertokusumo yang
dikutip oleh Nyoman Gede Remaha memandang kepastian hukum
sebagai salah satu syarat penting dalam penegakan hukum. la
menegaskan bahwa kepastian hukum berkaitan dengan perlindungan
bagi pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang, sehingga
seseorang dapat memperoleh apa yang menjadi haknya dalam kondisi
tertentu.®

Gustav dalam kutipan Siti Halilah dan Arif, memaknai
kepastian hukum sebagai suatu keadaan di mana hukum berfungsi
sebagai aturan yang harus dipatuhi. Kepastian hukum tidak hanya
berkaitan dengan pelaksanaan peraturan, tetapi juga menyangkut

bagaimana norma atau materi muatan peraturan tersebut memuat

17 Gustav Radbruch dalam Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, “Analisis Teori
Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan”, Sangaji: Jurnal Pemikiran
Syariah dan Hukum, Vol. 08, No. 02 (Oktober 2024), Hlm. 322.

1% Soedikno Mertokusumo dalam Nyoman Gede Remaja, “Makna Hukum dan Kepastian
Hukum,” Kertha Widya: Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS, Vol.2, No.1 (2014), Hlm. 2.
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prinsip-prinsip dasar hukum. Dalam konteks negara hukum Indonesia,
peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum tertulis berperan
sebagai landasan penyelenggaraan negara sekaligus pedoman dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.®
c. Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam menilai
keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum
bertujuan untuk mencapai manfaat tertentu, yang dikenal sebagai teori
manfaat atau teori tujuan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak
semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak
pidana, melainkan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu

yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.?°

Realisasi konsep tiga nilai dasar hukum yang meliputi
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan ini tentu tidak selalu dapat
dilaksanakan tanpa adanya ketegangan atau kesenjangan antara
masing-masing aspek. Ada kalanya keadilan bertentangan dengan
manfaat atau aspek lain yang saling bertentangan. Kemudian Gustav
memberikan jalan keluar melalui ajaran prioritas baku, dengan
menyusun skala prioritas yaitu pertama keadilan, kedua manfaat, dan

ketiga kepastian hukum. Seiring dengan makin kompleksnya

19 Gustav dalam Siti Halilah dan Mhd Fakhrurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum
Menurut Para Ahli”, Siyasah.: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4, No. 2 (Desember 2021), Hlm. 58.

20 Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum,
Keadilan, dan Kemanfaatam”, Jurnal Warta Edisi: 59, Vol. 13, No. 1 (2019), Hlm. 9.
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kepentingan yang dialami masyarakat, ajaran prioritas baku ini dirasa
kurang memenuhi yang diharapkan, kemudian muncul ajaran prioritas
kasuistik yang memungkinkan ketiga nilai tersebut secara bergantian
digunakan sebagai unsur dalam kasus tertentu sebagaimana dikutip oleh

M. Muslih.?:

2. Peraturan Perundang-Undangan
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
1) Pasal 1
Pasal 1

Perkawinan isalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai tujuan utama pernikahan
yaitu menciptakan pernikahan yang bahagia dan kekal. Maka suatu
perkawinan yang tidak memberikan kebahagiaan di dalamnya sama
saja tidak dapat memenuhi tujuan pernikahan berdasarkan Undang-
undang.?

2) Pasal 4 Ayat 2

Pasal 4
(1) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan
izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang
apabila:
a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;

2! Gustav Radbruch dalam M. Muslih, “Negara Hukum Gustav dalam Perspektif Teori
Hukum Gustav,” Jurnal Legalitas, Vol. 4, No.1, (2017), Him. 150.

22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.
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c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal ini menjelaskan mengenai regulasi terkait persyaratan
alternatif dalam mengajukan permohonan poligami. Persyaratan
alternatif ini bersifat limitatif yang berarti tidak boleh ada alasan
lain selain dari ketiga alasan yang disebutkan untuk mengajukan
permohonan izin poligami. Pada Pasal ini menegaskan terkait
aspek kepastian hukum dalam perkara pada putusan Nomor

29/Pdt.G/2024/PA.YK.

3) Pasal 5 Ayat 1

Pasal 5
(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang
ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin
keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak
mereka;

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap
isteri-isteri dan anak-anak mereka.?

Pasal tersebut menjelaskan mengenai persyaratan kumulatif yang
harus dipenuhi pemohon ketika mengajukan permohonan izin
poligami. Persyaratan tersebut ketiganya harus ada ketika

mengajukan permohonan izin poligami.

23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat (2).

24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat (1).
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b. Kompilasi Hukum Islam
1) Pasal 57

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada
seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal ini memiliki fungsi yang sama dengan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 yaitu menjelaskan mengenai
persyaratan alternatif dalam mengajukan permohonan izin

poligami.

2) Pasal 58

Pasal 58

(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2)
maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus
pula dipenuh syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

a. adanya persetujuan isteri:
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan
isteri atau ister-isteri dapat diberikan secara tertulis atau
dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan
tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan
lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a diperlukan
bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya
tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat
menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada

%5 Kompilasi Hukum Islam Pasal 57.
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kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya
2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat
penilaian Hakim.?®
Pasal 59

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan
permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang
berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam
pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat
menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa
dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan
Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri

atau suami yang dapat mengajukan banding atau
kasasi.?’

Pada Pasal 58 dan 59 ini menjelaskan mengenai persyaratan
kumulatif permohonan izin poligami seperti pada Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat 1. Dalam Pasal ini
diberikan tambahan keterangan mengenai persetujuan isteri yang
tidak bisa didapatkan maka perizinan dapat diberikan oleh

Pengadilan Agama setempat.

c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.
1) Pasal 2 ayat (1)
Pasal 2

(1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pasal ini menjelaskan bahwa hakim dalam memutus suatu

perkara harus mempertimbangkan keadilan berdasarkan

26 Kompilasi Hukum Islam Pasal 58.
27 Kompilasi Hukum Islam Pasal 59.
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ketuhanan yang maha esa, sehingga putusan yang berlaku bisa
memberikan rasa keadilan yang merata bagi seluruh pihak yang
berkaitan.?®

3. Dalil Al-Quran dan Hadis

a. Q.S. An-Nisa’ ayat 3

iy st cladl o WSI Ol Lo 1SSl and) (3 Vsboonis Y1 2 O

gl gas V1 30l 571l Sl L ) Bmss Tglotad W1 ais O s

Ayat ini menjelaskan kebolehan melakukan poligami dengan syarat
berlaku adil kepada isteri-isterinya. Apabila dikhawatirkan tidak dapat
berlaku adil maka dalam ayat ini disebutkan lebih baik menikahi
seorang wanita saja. Ayat ini menekankan aspek keadilan adalah aspek
yang harus ada dalam melakukan poligami sehingga jika keadilan
tersebut tidak ada maka poligami tidak boleh dilaksanakan.

b. Q.S. An-Nisa’ ayat 129

Lag s ol JSTIsked T 2o g ol iy Ighad O lgmebnd

Dy |y9ié O™ dll Qb 1gisg lgmboas Oy 2alaklS”

2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2 An-Nisa’ (4): 3.

30 An-Nisa’ (4): 129.
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Ayat ini mengatakan bahwa berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-
anak adalah suatu hal yang sangat sulit dan mengingatkan untuk tidak
berat sebelah kepada salah satu isteri saja. Dalam ayat ini berlaku adil
sangat ditekankan kepada seluruh isteri-isteri dan anak-anak, tanpa
adanya cendering baik dalam segi materi maupun emosional.

c. Q.S. Al-An’am ayat 151

Mok Ly Lo b Lo porlodll sy 55

Ayat tersebut adalah larangan dengan menggunakan kata “jangan
mendekati” yang berarti segala jalan, sarana, atau proses yang
mengarah atau memaklumi perbuatan keji harus diputus sejak awal.
Perbuatan yang mengarah ke perbuatan keji maka tidak memiliki
kemaslahatan (kemanfaatan) di dalamnya.

d. Al Ahzab ayat 36
o i) b 0SS OF LAl dgenye 1 28 13] Biage Yy sl OIS Lag

Ayat ini menegaskan kepada kita hamba Allah untuk menaati seluruh

ketetapan-Nya. Segala yang dilakukan oleh orang mukmin harus

31 Al-An’am (6): 151.
% Al-Ahzab (33): 36.
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berdasarkan ketetapan Allah, termasuk dengan ketetapan yang berlaku

di negara kita.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya menelusuri suatu masalah dengan
menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan,
mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara
sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis
untuk memperoleh suatu pengetahuan.®® Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research.®* Library
research atau studi pustaka yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber
datanya diperoleh dari studi pustaka literatur yang berkaitan dengan pokok
bahasan ini. 3 Dalam penelitian ini literatur yang digunakan adalah
Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pertimbangan hakim,
Putusan Pengadilan mengenai perkara permohonan izin poligami,
penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan,

dan lain-lain.

2. Sifat Penelitian

33 Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN
Sunan Kalijaga, 2021), Cet. Ke-1, Him. 2.

34 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung, Alfabeta, 2020), Hlm. 9.

35 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif; (Surakarta, 2014), Hlm.48.
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Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu mendebskripsikan objek
yang diteliti melalui data nyata yang diperoleh® dan bertujuan memberikan
gambaran mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim. Deskriptif
untuk memaparkan secara sistematis fakta-fakta dalam Putusan Nomor
29/Pdt.G/2024/PA.YK. Analistis berarti dalam penelitian ini dilakukan
analisis kritis terhadap dasar hukum dan pertimbangan yang hakim
gunakan dalam mengabulkan permohonan izin poligami yang dianalisis
menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif.
Pendekatan hukum yuridis-normatif merupakan penelitian hukum yang
mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku di masyarakat dan menjadi
acuan setiap orang.®” Selain norma hukum yang berlaku di masyarakat,
penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif juga meneliti bahan pustaka
lain seperti peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi atau
kajian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan penulis untuk kepentingan

pemecahan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian.®® Sumber data

36 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020),
Cet. Ke-1, Him. 129.

37 [bid., Hlm. 29.

38 Nazar Naamy, Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya, Cet. ke-
1 (Pusat Penelitian dan Publikasi [Imiah LPPM UIN Mataram, 2019), Him. 117.
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yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini ada 2, yaitu
sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan
oleh penulis secara langsung dari sumber datanya. Pada penelitian
ini, penulis menggunakan data primer secara langsung yaitu
salinan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor
29/Pdt.G/2024/PA/YK.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis dari
berbagai sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini data sekunder
penulis dapatkan dari literatur terkait seperti Al-Qur’an, putusan
pengadilan, buku, peraturan perundang-undangan atau kodifikasi
hukum, skripsi, serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan studi kepustakaan
melalui dokumen atau dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik
pengumpulan data menggunakan analisis sumber tertulis seperti buku,
laporan, catatan, dan lain-lain yang di dalamnya berisi hal-hal yang
berkaitan dengan penelitian.®® Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK. atau data-

data dan catatan lain yang berkaitan dengan izin poligami.

6. Analisis Data

3 Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN
Sunan Kalijaga, 2021), Cet. Ke-1, Him. 114.
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Analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi data. Penulis
menganalisis fakta-fakta yang terdapat dalam putusan Nomor
29/Pdt.G/2024/PA.YK kemudian dibandingkan dengan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai poligami serta prosedur
pengajuan poligami. Selanjutnya dikaitkan dengan teori tujuan hukum
oleh Gustav Radbruch. Proses ini dilakukan untuk menarik kesimpulan
secara kualitatif dengan metode induktif apakah putusan tersebut telah

sesuai dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran apa saja yang akan penulis
bahas pada setiap babnya. Berikut sistematika pembahasan yang penulis
gunakan dalam menyusun penelitian ini:

Bab pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar penelitian
secara keseluruhan. Pendahuluan menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi
penulis untuk melakukan penelitian ini. Kemudian dilengkapi dengan
permasalahan penelitian yang selanjutnya akan dijawab dalam tujuan dan
kegunaan penelitian. Telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu yang
relevan dengan penelitian ini juga disertakan perbandingan dan persamaan
dengan penelitian yang penulis lakukan. Kerangka teoretik yang digunakan
untuk membedah penelitian, metode penelitian apa saja yang digunakan dalam
penelitian ini yang di dalamnya ada jenis penelitian, sifat penelitian,

pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan
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analisis data yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika pembahasan
yang berisi pokok-pokok pembahasan dalam penelitian.

Bab kedua, akan membahas mengenai gambaran umum tentang
poligami baik itu dalam hukum positif di Indonesia serta yang di atur dalam
agama Islam. Di dalamnya membahas pengertian poligami, dasar hukum
poligami, alasan dan syarat diajukannya poligami, serta prosedur pengajuan
poligami baik itu menurut perspektif hukum positif maupun agama Islam.

Bab ketiga, berisi pemaparan pokok permasalahan dalam penelitian,
penulis akan memaparkan isi dari putusan Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK. yang berisi permohonan izin poligami dengan
alasan saling mencintai serta dasar hukum dan pertimbangan yang hakim
gunakan dalam mengabulkan permohonan izin poligami.

Bab keempat, berisi analisis aspek-aspek dalam teori tujuan hukum
oleh Gustav Radbruch terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam
mengabulkan  permohonan izin  poligami pada putusan  Nomor
29/Pdt.G/2024/PA.YK.

Bab kelima, berisi bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan
saran. Rangkuman dari pembahasan yang berisi jawaban dari rumusan masalah

dan saran-saran terkait penelitian ini.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara pada
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK ada tiga yaitu QS. An-Nisa’
ayat 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 5 Ayat (1) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 41
Huruf (c). Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara Nomor
29/Pdt.G/2024/PA.YK adalah sudah terpenuhinya syarat-syarat
kumulatif sudah cukup untuk mengabulkan permohonan poligami
tersebut. Dalam putusan tersebut disebutkan sudah terlampir bukti yang
menguatkan dikabulkannya permohonan yaitu surat izin persetujuan
melakukan poligami oleh isteri pertama dan juga surat pernyataan
berlaku jujur dan adil oleh pemohon dapat menjadi kunci utama
meskipun syarat alternatif tidak terpenuhi.

2. Menurut Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch bahwa dikabulkannya
permohonan izin poligami pada Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK
belum sesuai, karena belum memenuhi ketiga aspek tujuan hukum yaitu
aspek keadilan, aspek kepastian hukum, dan aspek kemanfaatan.

Jika ditinjau dari aspek keadilan, putusan ini telah memberikan
keadilan namun tidak untuk seluruh pihak yang terkait. Dengan

dikabulkannya permohonan ini, hanya memberikan keadilan kepada

74
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pemohon memenuhi haknya melakukan poligami namun tidak
memenuhi hak isteri pertama dalam pernikahannya.

Suatu putusan telah memberikan kepastian hukum apabila
putusan tersebut sesuai dengan dasar hukum yang digunakan dalam
hukum positif Indonesia. Dalam putusan ini, dengan dikabulkannya
permohonan tersebut maka sama saja mencederai kepastian hukum
karena tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat (2) dan berdampak pada disparitas
hukum di masa yang akan datang.

Jika dilhat dari aspek kemanfaatan, hakim mengabulkan
permohonan tersebut demi menghindari hubungan terlarang lebih lama
lagi atau yang lebih jauh terjadinya perzinahan. Namun kemanfaatan
itu hanya bersifat pragmatis, atau memberikan manfaat jangka pendek

belum tentu memberikan manfaat jangka panjang.

B. Saran
Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisis terhadap Putusan
Perkara Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK mengenai izin poligami, penulis

memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada majelis hakim hendaknya lebih konsisten dalam menjalankan
fungsi penemuan hukum dan tetap berpijak pada Undang-Undang
terutama pada Pasal yang bersifat limtatif agar tidak terjadi disparitas
hukum kedepannya dan masyarakat dapat berpegang pada peraturan

perundang-undangan yang ada tanpa harus merasa ragu karena adanya
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ketidaksesuaian antara pedoman hukum dengan pelaksanaannya di
lapangan.

Kepada masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa izin poligami
bukanlah hak yang bisa didapatkan seseorang dengan hanya
berlandaskan “keinginan” atau hal-hal lain yang alasannya tidak
mendasar atau tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
Perizinan poligami telah diatur sedemikian rupa agar tidak semua orang
dapat mengajukan permohonan poligami tanpa memenuhi syarat yang

dibuat.
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